SALINAN

BUPATI KARANGANYAR |
'PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJ UK PELAKSANAAN PEN GELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON

Menimbang

FISIK BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" BUPATI KARANGANYAR,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

.masyarakat di Kabupaten Karanganyar diperlukan
peningkatan 'upaya kesehatar_l perseorangan dan
* upaya kesehatan masyarakat;

b. bahwa pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan
dan upaya kesehatan masyarakat memerlukan
,dukungan pembiayaan, salah satunya melalui Dana
" Alokasi Khusus Non Fisik Bldang Kesehatan pada

- Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas, _

c. bahwa guna menmgkatkan mutu pelaksanaan,
efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas
Kesehatan dan UPT Puskesmas serta kesesuaian
dengan ketentuan perundangan, perlu menetapkan
petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan; |

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasx Khusus Non
' Fisik Bldang Kesehatan. '



‘Mengingat

L.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; | |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah’ (Lembaran Negéra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana 'telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undarig—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua
Nomor 5679); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaén Keuangan Daerah (Lernbafan Negéra
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Iﬁmbaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4578); |

. - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20133, Nomor ‘2:9) éebagajmana te@ah
diubah bebefapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketlga Atas Peraturan Premden Nomor 12 Tahun 2013

‘tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang "Pedo;:man Pengelolaan  Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; '



Menetapkan

10,

11.

12,
: tentang Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan

Peraturah Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

- tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Barang
Milik Daerah; R ‘ ,
Peraturan Menteri Keséhatan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Petuﬁjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kalq}lpaten Karanganyar Nomor 19
Téhup 2018: tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran :Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2(119 Nomor 19);

Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018
tentang ‘Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 Nomor 78); ! '

Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 93 Tahun 2018

Belanja Daerah Tahun Anggaraq 2019 (Benta Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nornor 93).

| MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PE’I‘UNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

BIDANG KESEHATAN.
: 7’ : BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan quatl ini yang dlmaksud dengan

L
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur

, penyelenggara ?emenntah Daerah yang memnnpm

pelaksanaan urusan pemenntahan yang men_]adl
kewenangan Daerah otonom. ‘ '
Bupati adalah Bﬁpati Karé.nganyar
. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

- Karan ganyar



5

10.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dlslngkat UPT
adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.

. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan yang
menyelenggarakan upaya: ‘kes'ehatan masyarakat dan‘
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, ’deng-an
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setmggl-tmggmya di Daerah

. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yéng

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyedlakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit yang didirikan

dan dlselenggarakan oleh Pemermtah Daerah harus
merupakan unit pelaksana teknis Daerah atau lernbaga
teknis Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

. Tenaga Kesehatan adalah setlap orang yang

mengabdikan dm dalam b1dang kesehatan serta ‘memiliki
pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendxdﬂgan
di ‘bidé.ng kesehatan “yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenémgan ~.untuk melakukan upaya
kesehatan. | | | ' ’

Kader Kesehatan Masyarakat adalah lakx-lakx atau
wanita yang dlplllh oleh masyarakat dan dilatih untukv

menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan

- maupun masyarakat serta untuk - bekerja dalgm'

11.

hubungan yang‘: amat dekat den;gan ternf;at- tembat
pemberxan pelayanan kesehatan v

Upaya Kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan

- yang terpadu, berkesmambungan panpuma, dan

berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan,
pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna
menjamin tercapamya dera_lat kesehatan masyarakat

yang setmggl-tmggmya



12,

- 13.

14.

- Vakredltas‘.l
15.

Bantuan Operasional Kesehatan yang selan_}utnya
dlsmgkat BOK adalah bantuan pemermtah pusat kepada
Pemerintah Daerah untuk mendukung operasxonal
puskesmas dalam rangka pencapaJan program prioritas
nasional, khususnya keg1atan promonf dan preventif,

sebaga1 baglan dari upaya kesehatan masyarakat

Dana Alokasi Khusus Non FlSIk Bidang Kesg:hatan yang

selanjlitnya disebut DAK Non Fisik adalah’ dana yang
diberikan kepada Daerah untuk membiayai "’operasio‘nal

kegiatan program prioritas Nasional di Bidang Kesehatan

yang menjadl urusan daerah guna menmgkatkan akses

dan kualltas pelayanan kesehatan ql Daerah.
Akredltasx adalah pengakuan yang dlbenkan oleh

llembagai 1ndependen penyelenggara akreditasi yang

dltetapkan oleh Menten setelah memenum standar

& .
4.
o

Tim Pendamplng AkredltaSI adalah Pegawal Negeri Slpll

| yang telah tersertjﬁkasx pelatihan pendampmg akredlta31

16

17.

‘dan dltetapkan ‘dengan Keputusqn Kepala Perangkat

Daerah selaku Pengguna Anggaran.

.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah = suatu alat

dan/ tempat yang dlguna,kan untuk menyelenggarakan
upaya pelayanari kesehatan, balk promotlf prevenuf

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemenntah Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat

Dana ‘J?.mman Persahn:gn yang. selanjutxzya disebut
Jampers'é;\l adalah anggaran DAK Non Fisik untuk
mendekatkan  akses dan mencegah : terjadinya

keterlambatan penanganan pada 1bu hamil, 1})11 bersalm,

" nifas dan bayi baru lahir ‘terutama’ di Daerah sulit akses

18.

ke fas111tas kesehatan melalux Rumah Tunggu Kelahiran.
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang

| selanjutnya dxsmgkat UKBM adalah salah satu wu_]ud
~ nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan



19.

Rurnah 'I‘unggu Kelahxran yang selanjutnya d1smgkat

QRTK ‘adalah suatu bentuk UKBM berupa tempat

(rumah/bangunan tersendm) yang dapat digunakan

‘untuk tempat tinggal sementara ‘bagi ibu hamil yang

akan melahirkan hingga mfas termasuk ' bay1 yang

20.

; dllahlrkannya , serta pendampmgnya

(suami/keluarga/kader kesehatan).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya dxsmgkat APBD adalah rencana keuangan
* tahunan pemenntahan daerah yang dibahas dan

desetujul bersama Pemenntah Daerah dan Dewan .
7 Perwakllan ‘Rakyat Daerah dan dltetapkan dengan

21.

Peraturan Daerah. : . |
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah pada Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dalam

'penyelenggaraan Unsur Pememntah yang menjadl

22.
~adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

kewenangan Daerah

Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat PA

| anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fung31

23

Perangkat Daerah yang d1p1mp1nnya
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat

" KPA adalah Pejabat Pelaksana Program dan Keglatan

Perangkat Daerah dan bertanggung]awab kepada pe_]abat

PA.

24,

Pejabat PelakSana Teknis Kegiatan yang éelanjutnya

: dlsmgkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat
" Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa. keglatan

25.

dari suatu program sesua1 dengan bldang tugasnya
Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negen Sipil yang

mempunya1 tugas menenma, menyimpan, membayarkan,

| menatausahakan mengelola keuangan Perangkat Daerah

~ dan mempertanggung}awabkan pang yang menjadl

26.

kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawal Negerx

Sipil yang dltetapkan oleh Bupati, sesua1 usulan Kepala
. Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebaglan

kewenangan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku



ey

27, Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawa1 Negen

Sipil yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran untuk membantu Bendahara
Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya sesual unit
kerja yang ditentukan.

28.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

dlsmgkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh .
peJabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan'
keglatan/bendahara pengeluaran " untuk mengajukan |
permintaan pembayaran.

29, SPP Ganti Uang Persedlaaﬁ yang selanjutnya disingkat

SPP-GU gdalah dokumen yang diajukan olef} bendahara
pengeluaran untuk permintaan _penggénti | uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung. ' |

30. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

31.

disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persediaan guna me_laksanaka}n kegiatan Perangkat
Daerah yang bersifat }}mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung. |
SPP Langsung yang selanjutnya digingkat SPP—LS adalah

" dokumen yang diajukan’ oleh bendahara faengelualfan

untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar peljanjian’ kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gajl dengan‘
Jumlah penenma, peruntukan, dan waktu pembayaran

tertentu yang dokumennya dlSiapkan oleh PPTK. |

BAB 11
- ASAS DAN TUJ UAN
Pasal 2

(1) Pengelolaan DAK Non Fisik dilakg:anakan perdasarlgan

asas :

a. efektif;

b. efisien;

c. akuntabel; dan -
d. keterpaduari.



__________

o &

S .(z)

Efektlf sebagaxmana dunaksud pada hurqf a adalah :

: keglatan yang dﬂaksanakan berdaya ungk1t terhadap o
',’pencapalan prioritas nas1ona1 - . o ,v
Efisien sebagalmana dlmaksud pada huruf b adalah

'pelaksanaan '_ keglatan | dllaksanakan dengan"

: memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat '

- cermat dan semlmmal mungkm untuk mencapa: tuJuan |

- seopumal mungkm dan tldak duphkam dengan sumber :

- pemblayaan lam

Akuntabel sebagalmana dlmaksud pada huruf ¢ berart1 |
pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK harus dapat_
dlpertanggung]awabkan sesua1 dengan aturan ya,ng

" berlaku.

©

Keterpaduah "sebagaimé‘na . dixriaksud pada 'huruf‘ d

berarti keg1atan BOK direncanakan dan dilaksanakan

i vsecara terpadu, lmtas sektor, untuk mencapa1 beberapa |

| tu_]uan keg1atan pnontas dengan mellbatkan pelaksana'

' Vsetlap tmgkatan dan kader kesehatan

..a

Pasal 3

: : Pengelolaan DAK Non FlSlk bertUJuan untuk .
mendukung penyedlaan dana pembangunan bldang .

kesehatan untuk mencapal target pnontas nasmnal :

- bidang kesehatan

.-}.mendukung penyedlaan dana : opérasional | bagi o
] Puskesmas dalam menjalankan upaya kesehatan; |

f‘mendukung penyedlaan dana bag1 penyelenggaraan}'

manajemen Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam

pelaksapaan target pnontas nas:onal b1dang kesehatqn,
. mengaktlfkan penyelenggaraan manajeme.n Puskesmas
‘mulai dan perencanaan, penggerakan/ pelaksanaan‘
’lokakarya m;lm sampal dengan evaluam, v .
'memngkatkan akses dan mutu Pelayanan kesehatan -
bagi Ibu Harml Bersahn dan leas serta Bay1 Baru
~ Lahir; dan ' ' o

' menmgkatkan manajemen ' mutu dan manajemen '

pelayanan kesehatan d1 Puskesmas



a.
b.

c.

(1)

@

@)

(4)

BAB I
| PEMANFAATAN DAK_NON FISIK

Pasal 4

| Pemanfaatan DAK Non Fisik mehpuﬁ keglatan

BQOK; | | .
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan
Jampersal. |

Pasal 5 »
Kegiatan BOK sebagainiana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a meliputi : |
a. BOK kabupaten; dan
b. BOK UPT Puskesmas. |
BOK kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
diarahkan untuk mendukung operasxonal fungsu
rujukan UKM sekunder, dukungan manajemen BOK
dan Jampersal, dxstnbum obat, vaksm, Bahan Medis
Habis Paka1 ke UPT Puskesmas dan pemanfaatan
aphka81 loglsuk obat dan Bahan Medis Hab1s Pakai
secara elektronik;
BOK Puskesmas sebagalmana dxmaksud ayat (1)
huruf b diarahkan uptuk mendukung operaswnal
Upaya Kesehatan Masyarakat pnmer

Pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK sebagannana

. dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran I

M

2

Peraturan Bupatl ini.

Pasal 6
Keglatan Akredltasx fasﬁltas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
diperuntukkan untuk akreditasi Puskesmas
AkredltaSI Puskesmas sebagalmana dlmaksud ayat (1)
dlarahkan untuk keglatan v " ‘ ‘
a. workshop Pendukung Implementasi Akreditasi

Puskesmas,

b. pendampingan pra survey akredxtam
¢. pendampingan pasca survey akreditasi; dan

d. survey ulang akreditasi (survey re-akreditasi).



(3)

(1)

(2)

Pengelolaan dan pemanfaatan dana Akreditaéif "

Puskesmas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |

tercantum dalam Lampn'an II Peraturan Bupat1 1m

» Pasal 7 v
Keglatan J ampersal sebagalmana dlmaksud dalam o
Pasal 4 huruf c mehputl

a rujukan persahnan dan | rumah ke fasi]itas

pelayanan kesehatan yang kompeten,

b sewa dan operasmnal RTK; dan

c. fpelayanan kasus komphkas1 dan ns1ko tmggl pada :
‘.vlbu harml pertolongan persahnan : Keluarga o
' Berencana paska persahnan dan perawatan bayl’ " .
v:baru Iahlr o |

Pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal,

= sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam -

Lamp1ran 1II Peraturan Bupat1 ini.

BAB IV | :
PENGELOLAAN KEUANGAN DAK NON FISIK BIDANG
| : KESEHATAN‘

Pasal 8

’ Struktur orgamsas1 pengelola keuangan DAK Non Fxs1k

sebaga1 benkut

PR om0 A ".fi..;.ch_ﬁ-P

o

PA;

. KPA BQK UPT Puskesmas
_ PPTK DAK Non FlSlk Pada Dlnas Kesehatan

PPTK BOK UPT Puskesmas

Bendahara Pengeluara.n, .

Pembantu Bendahara Pengeluaran

» Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas, dan |
. T1m Satker DAK N on FISlk pada Dmas Kesehatan -

Pasal 9 o
Kepala Dmas Kesehatan selaku PA sebagalmana :

dlmaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyal tugas_ ‘

o menetapkan Tun Satuan Kexja DAK Non F181k selaku -

~pelaksana keglatan DAK Non FlSlk pada Dmas.\
’Keschatan '



(2) Kepala Dinas Kesehatan selaku PA berwenang dan
. bertanggung Jawab atas ternbnya penatausahaan_
- anggaran DAK Non Fisik yang dla]okas.1kan pada‘

Perangkat Daerah yang d.zplmpmnya, termasuk‘
‘melakukan pemenksaan kas yang dlkelola oleh

. Bendahara Pengeluaran sekurang—kurangnya 1 (satu) :

 Kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 10
(1) KPA BOK UPI‘ Puskesmas sebagalmana dlmaksud dalam
‘Pasal 8 huruf b mempunya1 tugas:
" a. menetapkan PPTK BOK UPT Puskesmas dan staf
 teknis kegiatan BOK; :
- b. mengelola anggaran yahg dlkuasakan oleh PA;
" C. menandatangam surat permtah membayar—tambah
 uang (SPM-TU); dan |
d. mengawa31 pelaksanaan anggaran yang dlkuasakan‘
oleh PA. '

(2) KPA BOK UPT Puskesmas berwenang dan bertanggung Co

jawab atas tertlbnya penatausahaan anggaran BOK yang
'dlalokamkan termasuk - melakukan pemenksaan kas
yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sekurang-
~kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (nga] bulan.

Pasal 11 -
PP'I‘K sebagajmana dlmaksud dalam Pasal 8 huruf c dan d |
mempunyeu tugas : ’
a. ~menyusun kebutuhan barang/jasa dan rencana jadwal
' pelaksanaan keglatan serta mengkoordma31kannya |
~dengan panitia pengadaan untuk pelaksanaan kegxatan :
pengadaan barang/jasa;” ’ : '
b. mengendahkan pelaksanaan kégiatari'
‘ melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
d. menyiapkan dokumer} anggaran at_?s beban o
pengelﬁaran peléksanaah kegiatariﬁ A
e.i bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan
‘ manfaat keglatan yang dlkendahkannya,
f. membantu ‘menyiapkan perjanjian/kontrak dengan
pihak penyedia barang/jasa;



g | melaporkan pelaksanaan / penyelesalan keglatan yang o

,rnel’l.]adl tanggung Jawab pelaksana keglatan kepada PA
. dan/ atau KPA; dan SR _ N

- -lh.}'*vmenylapkan benta acara serah tenma aset dan / atau -

}haSﬂ Pekeljaan kepada PA atau KPA atau yang ; . o

pelaporannya dlsampalkan kepada Bupatl setelah
- kegxatan dmyatakan selesa1 o :

Pasal 12

L [_Bendahara pengeluaran sebaga1mana d1maksud dalam |

I S

- | Pasal 8 huruf e mempunyau tugas

_a mengujl kebenaran dan | kelengkapan " dokumen,

Pel‘tanggung}awaban, dan o

: b menatausahakan pengelolaan keuangan DAK Non FlSlk =

Pasal 13

B Pembantu Bendahara Penge'Iuaran sebagalmana dlmaksud
o dalam Pasal 8 huruf f rnempunyal tugas membantuv T
| "Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan RS
= pengelolaan keuangan d1 Dmas e ' -

Pasal 14 . |

i _Bendahara Pengeluaran Pembantu UP’I‘ Puskesmas o
"sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 8 huruf g mempunyai' kS

E tugas menylmpan, membayarkan menatausahakan dan‘ .

". ‘.;v‘v.mempertanggung]awabkan pengeluaran uang ' BOK |

. j'.'P].lskesn‘las

Pasal 15

: (],) T1m Saﬂ<er DAK Non Fisik pada Dlnas Kesehatan o

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8- huruf h terdm _

dan Ketua Sekretans dan anggota yang dltetapkan "
dengan Keputusan Kepala Dmas Kesehatan selaku PA.

e | (2) Tim Sat{&er DAK Non FlS}k sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) mempunyaJ tugas
- a melaksanakan keglatan DAK Non ‘ F1s1k Dmas
Kesehatan sesua1 dengan kewenangannya, ,'

b mengendahkan pelaksanaan keglatan



c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan

d mengesahkan _ dokumen pertanggunglawaban

~ pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik; dan

e mengelola keuangan Satuan Ker_]a pada Dinas
Kesehatan

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanél dimaksud
pada ayat (2) ‘Tim Satker DAK Non Fisik
bertanggung;awab kepada PA melalul PPTK. -

-~ BABV _
MEKANISME PENYALURAN PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS

| Pasal 16
- (1) Penyaluran DAK Non FlSlk kepada UPT Puskesmas
- dilaksanakan secara semesteran dengan ketentuan :
a. semester 1 (satu) pahng cepat bulan Februa.n, dan
b. semester 2 (dqa) pahng cepat bulan Juli.
(2) Penyaluran DAK Non FlSlk sebagmmana dimaksud pada
ayat (1) d1tetapkan masmg-masmg sebesar 50 % (lima
puluh persen) dari pagu alokasi. .
N (3) Bunga DAK Non Fisik merupakan pendapatan daerah
| dan harus disetor ke Kas Daerah setiap akhir bulan.

Pasal 17
(1) Penca.lran DAK Non Fisik pada Puskesmas dﬂaksanakan
pahng lama 14 . (empat belas) - hari keIJa setelah
Pemerintah Daerah menerima permmtaan penyaluran
' dana BOK dari Kepaia UPT Puskesmas ' f
(2) Pencairan DAK Non FlSlk sebagaunana dimaksud pada
ayat (1) dﬂaksanakan sesuai ketentuan :

- a. untuk BOK UKM sekunder dukungan manajemen
(DUKMAN) BOK dan Jampersal 'BOK Puskesmas dan
Akreditasi Puskesmas melalulj_ SPP/ SPM/SP2D
TU/LS; |

b sttnbum obat dan e-log;lstlk serta Jampersal melalm
mekamsme SPP/ SPM/ SP2D GU/ LS.



(3) Pencairan dana BOK UKM sekunder, dukungan
manajemen (DUKMAN) BOK dan Jampersal, BOK
Puskesmas dan . Akreditasi : f’uskesmris ' fnelal’lui
mekanisme SPP/SPM/SP2D TU dengan ketentuan batas
setor sis_?. dana TU paling _lambat 3 (tiga) bula;_d. -

Pasal 18

(1) Pertanggung]awaban keuangan DAK Non Fisik
dllakukan oleh PA Bendahara Pengeluaran, PPTK dan
Pembantu Bendahara Pengeluaran

(2) Pertanggun.awaban keuangan BOK pada UPT
Puskesmas dilakukan oleh KPA, Bendahara Pengeluaran
Pembantu UPT Puskesmas dan PPTK. |

(3) Dokumen pertanggung]awaban DAK Non Fisik disimpan
oleh ‘ma?é,ing-maging pelaksana/ pengelola. '

BABVI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19
Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis DAK Non
Fisik di Daerah. o

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20
(1) Tim Satker DAK Non Fisik menyampaikan laporan
realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan
DAK Non Fisik kepada Kepalav Dinas Kesehatan secara
triwulan dengan ketentuan sebagai berikut : ’.
a. untuk triwulan I paling lambat tanggal 5 April;
b. untui{ triwulan 11 palixi’g lambat tanggal 5 Juli;
. untuk triwulan I paling lambat tanggal 5 Oktober;
dan

d. untuk triwulan IV paling lambat tanggal 7 Januari.



(2) Setelah menenma laporan sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyampalkan'

. laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi

penggunaan DAK Non Fisik kepada Bupati secara

vtriwulaz} dengan ketentuan sebagai berikut :
" a. untuk triwulan I paling lambat tanggal 10 April;

b. untuk triwulan II paling iambat tanggal 10 Julj;

e untuk tnwulan Il paling lambat tanggal 10 Oktober,

@

@

dan :

d. untuk triwulan IV pahng lambat tanggal 10 Januarl

tahun anggaran berikutnya.

Jenis Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi : | ' : f

a. laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi
kegiatan, realisasi keuangan, - realisasi ﬁs1k dan
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;

b. laporan rutin bulanan capaian program sesuai

indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
Rencana Strategm Dmas Kesehatan, dan '

c. laporan tahunan DAK Non Fisik yang memuat hasﬂ
kinerja 1 (satu) tahun meliputi realisasi keuangan,
reahsasx fisik, dan capaian program. N |

Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Laporan

Realisasi penggunaan DAK Non Fisik sebagalmana

tersebut dalam Lampiraxi IV Peraturan Bupati ini. '

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka

peraturan Bupatx Karanganyar Nomor 8 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Aloka31

~Khusun Non Fxs1k, Bidang Kesehatan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.



BAB VIII
'VPENUTUP

. . , Pasal 22 v
Peraturan Bupati ini mu1a1 berlaku pada tanggal =
diundangkan. | N ‘
~ Agar = setiap . orang meglgétahuinya, memerintahkan
| pengundangan | Peraturan' - Bupati ini  dengan
_penempatagnnya dalam Benta Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Dit?tapkan di Karanganyar
pa(ia tanggalg 16 Januari 2019
'BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 16 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO

- BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 13 '

" Salinan sesuai dengan aslihya




~ LAMPIRAN [
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA  ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN =~
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN

Latar Belakang |
BOK merupakan bantuan pémerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mendukung operasxonal puskcsmas dalam rangka
pencapalan program kesehatan prlontas nasional bldang kesehatan,
khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya
vkesevhatan masyarakat. BOK diarahkan untuk mendekatkan petugas
. kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui
‘mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktlf dalam pembangunan
‘keschatan yang dilakukan melalui pendekatan keluarga ,
Pemanfaatan BOK pada tahun 2019 dlgunakan untuk memblayaz
- operasional puskesmas, dukungan Ma_najemen 'BOK dan Jampersal,
:peniﬁgkatan peran Dinas Kesehatan ‘sebagai fasilitas rujukan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) sékunder,f‘menunjgng kegiatan distribusi
obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai ke UPT Puskesmas,

o pemanfaatan aphkam 1oglstlc obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara

" elektromk Dalam pengelolaannya BOK menggunakan mekanisme APBD.

. Tujuan
1) Tujuan Umum
a. BOK Puskesmas v
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
: utamaﬁya promotif dan preventif di wilayah kerja UP‘T Puskesmas;
b. BOK UKM Sekunder |
Memngkatkan fungs1 rujukan upaya ‘kesehatan masyarakat
sekunder dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan
. masyarakat primer di UPT Puskesmas. - :
c Dukungan Mana_]emen (DUKMAN]) Satker BOK dan Jampersal
h Me:juuudkan pengelolaan BOK dan Jampersal tingkat Kabupaten
yang baik, transparan dan akuntabel. ’




2) TuJuan Khusus -

a BOK Puskesmas

1) Menyelenggarakan | pelayané.ﬁ 'prombﬁve dan - pfcvehtif

- utamanya di luar gedung UPT Puskesmas,
: '2) Menyelengga:rakan fungs1 manajemen UP’I‘ Puskesmas, dan v
|  3) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wﬂayah kerja .
UPT Puskesmas.

'p. BOK UKM Sekunder

1) Menyelenggarakan fungs1 ruJukan upaya kesehatan masyarakat - ~
 dari dan ke UPT Puskesmas; dan o )

| 2) Menyelenggarakan pembmaan, momtormg dan evalua31 upaya "

R o kesehatan masyarakat ' » , S |
- C: Dukungan Manajemen (DUKMAN) Satker BOK dan Jampersal ,
o 1) Menyelenggarakan pengelolaan BOK yang transparan dan’

| - akuntabel o . S

2) Menyelenggarakan kegiatah"": "dukungan, édministrasi o

| Pengelolaan dan T BT

3) Menyelenggarakan venﬁkas1 pengelolaan keuangan

Saszaran _

1. Dlnas Kesehatan. » _ |
.:,2 UPT Puskesmas dan Jarmgannya dan » o
3 Instala81 Perbekalan Farrna31 .

7" 'Ruang ngkup ” N v o

o Keglatan BOK utamanya untuk upaya kesehatan ber31fat promotlf dan

L preventlf dlsetlap Jenjang pelayanan kesehatan mehputl

o 1. BOK untuk puskesmas ) e . _ v
2. ‘BOK untuk fasﬂltas mjukan upaya kesehatan masyarakat d1 Dmas}.

- :ersehatan, ,

- 3. ‘BOK Dukungan Manajemen (DUKMAN) Satker BOK dan Jampersal

. dan o

4 ,'BOK untuk dlStrlbuSI obat vaksm dan BMHP serta pemanfaatan'

‘ :slstem mforma81 atau aphka51 longtlk obat ‘dan BMHP secara' -

elektromk d1 Instalasr Farma31 o

. Penggunaan Dana BOK |

1) Keglatan BOK Puskesmas, v ‘ v N
a) Penyelenggaraan keglatan Program Indonesia Sehat dengan
_ Pendekatan Keluarga (PIS-PK). '



b) Penyelenggaraan berbageu upaya kesehatan masyarakat esen31al k o |

:Poskestren, UKBM Iamnya, kunjungan keluarga, kun]ungan sekolah o

. . dan pelayanan di luar gedung lamnya Keglatan di luar gedung yang"‘ |

dlselenggarakan oleh Puskesmas dﬂaksanakan Juga dalam upaya'j-.‘*

: .menmgkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indones1a
! Sehat dengan Pendekatan keluarga (PIS PK), .

3 :' serta pemberdayaan masyarakat Rmcxan kegzatan pada tabel I

v Tabell o

dan pengembangan di’ wﬂayah ket;]anya balk d1 dalam gedung
”'rnaupun luar gedung Melalul Posyandu, . Posbmdu,, Pos UKK IR -

‘ serta untuk; T
o ‘Pemenuhan kebutuhan pendukung keglatan promotlf dan prevenuf S

, o B R1n01an Keglatan Penggunaan BOK d1 Puskesmas o
. : No | Upaya o Jems Pelaya;lan_ R ~Jenis Keglatan

1 . Keglatan ' o Kesehatan ‘ 1",Pendataan keluarga L o
- "Program Masyarakat 2 :"Entry data dalam aphka31 dan R
Indonesm Sehat o - ” ‘,'Anahsls data . -

‘ : " 'dengan | 3 Interven31 pada keluarga
Pendekatan _ " 4 Pemehharaan keluarga sehat _

B Kal‘uarga,},: o ‘: S “.Momtonng dan evalua31 |

pelaksanaan PIS PK

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial»‘ R

2.1. Upaya |1 Pelayanan =~ | 1 » L
. .Kesehatan Ibu N ',-vi.antenatal‘/ o 2 Pelaksanaan Program Perer;canaan‘ )
‘ 1 Aane " Persalinan dan Pencegahan
S | Komplikasi (P4K) o
13 »Pemantauan ibu hamxl risiko t1ngg1‘_ .
4 Pelaksanaan kelas 1bu S
15 Kermtraan bidan dukun .
6 Pelacakan kasus kematlan 1bu o
o _;terrnasuk otop81 verbal
7 Pembinaan pelayanan kesehatan |
2 Pelayanan 1bu 11 Pelayanan nlfas termasuk KB
o o ", mfas 12 Pemantauan kesehatan ibu mfas
| 22 Upaya RS Pelayanan j | _lv»'Pemenksaan neonatus R
Kesehatan . kesehatan 2 - Pemantauan keschatan neonatus
Neonatus dan Bayi | neonatus | termasuk neonatus nsﬂ{o t1ngg1

Pelayanan ahtenatal S




Pelacakan kematzan neonatal

| “termasuk otop31 verbal

4 b_Tlndak lan_]ut Screemng Hzpothyrozd
| -‘»Kongemtaz (SHK)

" 2 Pelayanan

Pemantauan kesehatan bayl

1nst1tus_1_ SR

o kféséhatan_ L ': N (pengukura.n pertumbuhan,‘ L
bay1 c o "pemantauan perkembangan |
o .pemberlan vitamin A, ASI Eksklu31f
o 1mun1sa31 dasar lengkap)
_ v : Pemantauan bayi 1‘131ko tmggl
v 2 3 Upaya : Pelayanan v Pemantauan kesehatan bahta
- Kesehatan Anak ‘- kesehatan anak I termasuk balita nmko tmgg1
Bahta dan Pra | 'bahta dan pra ' {:'_Pelacakan kematla:n bahta termasuk
Sekolah . -sekolah otop81 verbal = v ._
Pemantauan kesehatan bahta dan
anak prg sekolah (penguku:;an o
_, 'pertumbuhan pemantauan | |
: v}"vperkembangan, pembenan v1tam1n 1
B B : A, 1rnumsa51) o
» 2. 4 Upaya o Pela}rahah’_ o | ::Pembmaan usia sekolah
Kesehatan Anak | keéehatéri anak - UKS/ dokter kecﬂ
3 VU31a Sekolah : 'u81a sekolah ., vPenjanngan peserta d1d1k (kelas 1
| dan Remaja - 1nst1tu81 dan non: 7 10) T

3. Pemenksaan berkala peserta dldlk

_ Bulan unumsam anak sekolah

5 Pembmaan kesehatan d1 Iuar )

sekolah dan masyarakat

o 2.5 Imunisasi

1 Imunisasi =
| dasardan

~ Imunisasi -

‘Pembekalan kader i unumsas1 L
= tentang pengenalan program o

o vlmunlsaSI, strategl komumkam, - o
- Lanjutan B pelaksanaan 1munlsa31, pencatatah*
B o ,.‘dan pelaporan dan laln»lam sesuau -

kebutuhan di lapangan

. Pelayanan imunisasi rutin ba1k

‘ 1mumsa31 dasar maupun imunisasi

1 ﬁ‘ ‘» Bvayvl dlbﬁwah dua tahun di pos-pos




e pelayanan unumsam termasuk

: sweepmg _]lka dlperlukan o

3 a. Survellans Ke_]adlan Ikutan
- Pasca Imumsam (KIPI)
. pelaksanaan nnumsam dasar |

dan 1munlsa31 lanjutan

B Analisis hasﬂ 1nvest1gas1 kasus
e vKIPI pelaksanaan imunisasi

',,dasar dan 1mumsa81 lanjutan

4. Forum komumkam ununlsa81 dan -

- :v_masyarakat peduh 1mumsa81

L 2 imunisasi - |1 Validasi cakupan imunisasi anak -1
‘Anak Sekolah’;‘ . sekolah | PR
(BIAS) 12 Pelayana,n Imumsasx di sekolah

3. Surveﬂans Kejadlan Ikutan: Pasca

" Imumsam (KIPI) pelaksanaan

o 1mumsaS1 di sekolah -

4 Sos1ahsasx pelaksanaan 1mumsas1 -

I ‘BIAS kepada guru dan orang tua :

. mund

3 Pelaksanaan : j}l, Pendataan Sasaran o

. Kampanye 2 Validasi hasﬂ cakupan imunisasi
IntrodukSl L ~ dan Rapld Convinience Assessmenf B
| vaksin Baru, | omemn.
| . Crash I3 " ‘Pembekalan Kader. Imumsam o
f"Program, - g k ‘tentang Pelaksanaan imunisasi ]
"':'v‘Backlog o massal 1ntroduk51 vaksm baru, -
1 ,’Fxghtmg, Drop: 1 Crash program ‘Back Lock Fzghtmg N B
v Out Follow Up ' (BLF) dan Outbreak Response -
(DOFU), dan A ; K Immumzatwn (ORI) strateg1 |
‘ Imumsasz % - kornunlkasa, pelaksanaan S
-"»,’Dalam Rangka h : 1mun1sas1, pencatatan dan , 1 B
:}Penanganan pelaporan dan Ialn-lam sesua1 v |
o : ‘.KLB (Outbreak o ’kebutuhan di Iapangan _
'} 'Respon 4 A Advokam/ sosu;hsam/ loka.karya
| L Immumzatzon ‘; dengan lmtas program dan
e / ORI) - lintas sektor terkmt program

' vlmunlsam




B Rapat koordmas1 (1ntemal '
program dengan hntas program _

maupun lintas sektor)

o ﬁghtmg, dan i imunisasi dalam .

5 Surveilans Ke_;adxan Ikutan Pasca -
| ImumsaSI (KIPI) pelaksanaan o |
i 1mumsa81 massal 1ntr0duk51 Vaksm

| baru crash program back log

| ra_ngka penanganan Kejadlan Luar" |
s ».'»'bBlasa (outbreak respon urnmumzatzon
o / ORI) . :

Pembekalan Petugas Imun1sa31 '

tentang 'I‘ekms Pelaksanaan

:’ i 1mumsas1 massal, mtroduks1 vaksm
,baru Crash program, Back Lock |
R ’Fzghtmg (BLF), Drop Out Follow Up

| | .(DOFU) dan Outbreak Respon R

o ’fImmunzzatlon (ORI), Penyunﬁkarr »

i» 3 yang aman, strateg1 komumkas1 dan o

- _ lam-lam sesual kebutuhan d1 |

. 'vlapangan

Pelayanan Imumsam d1 Pos S !

o Pelayanan Imumsam dan ‘sweeping.

2.6 Upaya

o ersehatan U31a

Pelayanan .

kesehatan usia

‘1  Penyuluhan, orientasi, soszahsam

T kesehatan reproqum termasuk

- réprodukéi . ‘}-:keluarga berencana o
- f : 2 7 Upaya L Pelayanan }, g -‘ ) Pelayanan lanjut usra d1 Posbmdu
Kesehatan R ‘kesehatan Ianjutv'- o dan Posyandu Lans1a R
"Lanjut U31a : usra ” ffPemantauan lansra re51ko tmggl
]2 8 Upaya o Pendldlkan Gm 1 -Sosialisasi, pembinaan, edukasr dan |
N " " Perbalkan G121 o konsehng Pembenan Makan Bayl' o
1 Masyarakat o dan Anak (PMBA) | -
|- ,Suplemerltasi . '- Penyedlaan Pembenan Makanan o R
ez ~ Tambahan pemuliban berbahan |

; 'baku 1ocal

2 Penyedlaan Pembenan Makanan .
1 Tambahan penyuluhan berbahan
| bakulocal o




‘ Pemberlan vitamin A pada bayl dan |
oe D ballta Tablet Tambah Darah Tou
- Hamll dan Remaja Putn termasuk
o soszahsas: dan pembmaan d1 -

_ sekolah | o

| Surveilans gizi

. Pemantauan pertumbuhan bahta

- Screning aktif / pelacakan dan

konfirmasi kasus gm buruk

- Surveilans gm, terutama melalul e-
- PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan |
- ‘G1z1 Berbasxs Masyarakat) o

Kesehatan

2. 9 Upaya

Pelayanan

. Kesehatan |
- |Lingkungan

1 Inspeksi kesehatan hngkungan ‘
| | “untuk tempat4tempat umum; |
- _‘ tempat pengelolaan makanan dan -

- sarana air minum

- Pemeriksaan kuahtas air minum, -
v'makanan, udara dan bangunan, g
: hmbah ca1r dan hmbah med1s -
: Pemenksaan terdiri dari
_ pengambllan sampel dan pengupan |

B sampel

Onenta31 natural leader Sanlta81

Total Berba81s Masyarakat (STBM)

- penjamah makanan dan kader

' keshng lainnya

v Pemberdayaan masyarakat melalul »
' keglatan Samtam Total Berbasis

e Masyarakat (STBM) 1mp1ementasx

| 'HSP di rumah tangga dan sekolah

rencana pengamanan air minum d1 ,

| komunal Methodology Parttczpatory .
: Assesment Parapatory Hygzene and
Samtatton Transfonnatwn (MPA— '
i ‘PHAST) di komunitas pasar rakyat,
) v" vsekolah dan hotel serta bentuk '

| pemberdayaan rnasayarakat lamnya

- Mewujudkan desa Sanitasi Total
' Berbasis Masyarakat (STBM) oleh
B samtanan /tenaga kesehatan




hngkungan puskesmas mehputl

pemlcuan Identifikasi Masalah dan
Analisis Situasi (IMAS) perilaku

kesehatan, inonitoring pasca

 pemicuan, pembuatan dan'update

peta sanitasi dan buku kader,
kampanye Cuci Tangan'Pakai .
Sabun, karnpanye hyglene samta31

sekolah, dan surveilans kualitas air

' (pra dan paska konstruksi) serta

verifikasi Sto[ Buang Air Bersah
Sembarangan (SBS)

~ Pembinaan paska pemberdayaan

termasuk veriﬁkas_i desa yang

-~ melaksanakan Sanitasi 'I‘otél -
‘Berbasis Masyarakat (STBM), desa
- Stop Buang Air Besar Sembarang

(SBS) dan Tempat-

kesehatan

Lingkungan Tempat Umum (TTU), Tenaga
Pendamping Masyarakat (TPM) yang
memenuhi syarat '

2.10 Upaya Pelayanan Penyegaran / refreshing, orientasi

P}'p_gl/OSi | 'Pror%wsi tenaga kesehatan/kader kesehatan

| Kesehatan - dalam upaya kesehatan secara

terpadu ténnasuk komunikasi

: perubahan penlaku

| Penyuluhan kelompok, penyuluhan

massal tentang Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) esenSIal dan

pengembangan

Survei mawas diri, musyawarah

masyarakat desaL

- Advokasi LP LS tmgkat dese},

kecamatan bidang kesehatan

Penggerakan keluarga/masyarakat
untuk mendukung Usaha
Kesehatan Masyarakat (UKM)




: .esensml dan pengembangan

Pembinaan/ pendamplngan

B - rnasyarakat kelompok tentang
‘Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM)

,esensxal dan pengembangan '
Pengga.langan dukungan -

o masyarakat lintas sektor duma |

. usaha

211 ‘Upaya

P_erit:egahan dan

pengendalian

Menular f o

Langsung»

(antara lain: T8,

HIV/AIDS, IMS,

Hépatitis, Diare,

R Tipoid, ISPA/

'1 Pencegahan

dan o
pengendalian 3
‘penyakit

' Onentas1 kepada kader kesehatan |

2 Penemuan dan

‘pencegah‘an »dihi ;

~secara aktif

Pemberian obat penéegahan S

- (mdmdu atau massal)

) Pengambllan dan pengmman v

o spe31men

Detek51 dini HIV/ AIDS Tuberculoszs

v (TB), Hepatitis pada ibu harml dan

Zika, Filariasis,

Pneumoma, . -’ I popu1a31 berisiko
Kusta 3 SKDKLB | 1 Verifikasi rumor dugaan Kejadian
Frambusia, dli) 1| LuarBiasa (KLB)
2 Penanggulangan Kejadlan Luar
| "vBlasa (KLB} |
- Pengambllan dan péngiﬁman .
| spesimen
2. 12 Upaya 1 Intervem - Pemberantasan lalva (larvaSIdas1)
o Pencegahan dan .t Pengendahan L
' Pengendallan ~ Vektor Terpaduv Penggndahan Vektor (ft‘)‘g‘g}ng,}IRS)
| Penyaklt’l‘ularbj o | | . :
Vektor dan - 2 Pelaksanaan = | 1 Penyehdlkan Epldemlologx Penyaklt o
,} Zoono'ak (antara: '»POPM L Tular Vektor dan Zoonotxk o
lain : Malaria, - 3Interves1 _ Pemberantasan Sarang Nyamuk
- DBD, . - Pengendallan o "‘(PSN) ’
o Cflif;ungqnya, o : | _Vekto‘r:Terpadu : ‘Sweeplng untuk memngkatkan o
' Jc:ipavhese o o - cakupan POPM ’
| Enchephalitis, ' »‘_ Fﬁanas;s/ Cacmgan/

- Schistosomiasis




| Rables, Anthrax, 1 i
- Flu ] Burung, R b I

- 'Leptosplroms,

T s¢h1st080m1aszs N

1 kecacmgan, SR R

N Pes, penyaklt A B

L 'zoonosa lamnya,‘

i, )

}' 3 Pelacakan Hasﬂ reak31 mmum obat_ :

- pada POPM Fﬂanams/ Cacmgan/

B »Schlstosormasxs

14 Pemberantasan Sarang Nyamuk

(PSN)

- Pemantauan J entik Berkala

~Pemberantasan larva (larva31dasi) .

Peﬁgendalian véktgr (fogging) o

: 4 Sosialisasi dan

 "," <~ o) o

- Pemberian Obat Pencegahan

pembentukan ’ Massal/ POPM Fﬂanas1s/
kader . - ) | _'. o : Cacmgan / Schzstosomzas:s
. B ‘2 :};‘}Pembentu»kan dan pembekalan
| "I‘kader (POPM Filariasis, Cacingan,
Schtstosomlaszs Jumantlk Juru
| | MalariaDesa,dIj -
L S SKD KLB‘- L 1 Venﬁka31 rumor dugaan KLB
e 2.vPenanggulanganKI_{B
EEN Pengambllan dan pengmman :
£ DT speamen '
- 6 'Pencegahan ,. DlStI’lbU.Sl Kelambu o
Faktor RlS;ko ’ '
Penular o
Penyaklt o
2. 13 , 1 Pemetaan dan 1 Pembenan obat pencegahan -
o Pengendahan detekm vektor o ( (mdmdu atau masal) terrnasuk
Vektor | Bulan Elumnasx Kaki Gajah
:(BElKaGa) |

2 Pengambllan dan penglnman

speszmen (termasuk sediaan darah)

2 Intervensi

Vektor terpadu

RS _Penanganan kejadian ikutan akibat
pengendahan 1

pembenan obat pencegahan masal

. fﬂa.l‘IaSlS

2 ,:: | Pembentukan dan pembekalan

_v kader B




V» 2 14 Upaya

.l Pencegahan dan’:
Pengendahan '
2 Deteksi d1m .

- ‘Penyaklt Tldak

‘Menular

1 Pgncégahap o

' pengendalian |

OrjentaSi k?pv 2da kader Fesehafan 1

dan tmda.k

1an3ut dlm s

,Pengukuran dan pemenksaan o
_ ' faktor risiko penyakit tldak menular ,
 di posbindu P’I‘M (Penyaklt T1dak 1

‘Menular)

: _Pendampmgan Pendenta PTM L
| (Penyaklt Tidak Menular) B

’ Survellans penyaklt tldak menular i
o d1 masyarakat

|3 Upaya berhenti-

o - merokok ;} |

Pemantauan penerapan Kawasan '
Tanpa Rokok di sekolah |

1 »5; ‘2 15 Survexlans a

b dan Respon

1 Surveﬂans

’penyaklt dan f: RE

: masala.h
. kesehatan

| dalam rangka
- »,'kewaspadaan -

o v_’dlm o

IR Penemuan Kasus Penyaklt yang

 Dapat D1cegah Dengan Imumsam
- (PD31) |

3 Spes1men serta pengambahan

}spesnnen camer penyaklt

berpoten31 KLB

-Survellans Aktxf Rumah Saklt
i penyak1t berpotensl KLB

- Verifikasi rumor dan smyal masalah’ .
| kesehatan serta komumkasx cepat
‘ Slstem Kewaspadaan D1n1 dan
_:J»Respon (SKDR) '

E Pertemuan Penlleuan RlSlkO

tenntegras1

Pertemuan kewaspadaan d1n1
o penyaklt 1nfek81 emergmg dan »
o ,penyaklt berpoten81 KLB lainnya s
melalul surveﬂans berbasis -

- 'masyarakat B

12 Petpyelivdika;n_f 1
ep1dem1010g1
CKLB

c Pemantauan kontak

: Penyehdlkan Epldemlologl (PE)
o enyaklt berpoten31 KLB

_Pengambllan dan penglnma.n

: o 'spesu"nen kasus potens1a1 KLB




- Analisa hasil PE dan diseminasi

’ 4
‘ Informasi
3Pengendalian | 1 Surveilans penyakit pada situasi
KLB penyakit,  KLB, situasi khusus dan bencana
: situasi khusus | 2 Pengendalian faktor risiko penyakit
‘dan bencana pada situasi KLB, situasi khusus
|  dan dampak bencana
Komunikasi risiko pada

pengendalian KLB, situasi khusus

dan dampak bencana

Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

3.1 Upaya
Pehcegahan dan
Pehgendalian
Masalah Keswa

dan Napza

1 Pencegahan
Masalah
Keswa dan

Napza

1

Konseling , Deteksi dini masalah
keswa dan Napza antara lain :

Gangguan Depresi dan Cemas,

- Gangguan Psikotik,
~ Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan

Zat Psikoaktif lainnya), Masalah

Keswa lainnya

2 Pengendaliaﬁ
masalah
keswa dan

napza

- Pendampingan penderita gangguan

jiwa dan napza antara lain:
gangguan depresi dan cemas,
gangguan psikotik;,' penyalailgunaan
napza (alkohol dan zat psikoaktif

lainnya},dan masalah keswa lainnya

Kegiatan dalam rangka Bebas

Pasung antara lain : pencarian

~ kasus, Penemuan kasus secara dini,

Pemberian obat pencegahan

kekambuhan dalam bentuk

pendampingan

3.:2 Pelayanan
kesehatan kerja

Pendataan_ pekerja dan tempat kerja

Pemeriksaan tempat kerja dan

pekerja

- Pembinaan dan pemantauan

kesehatan kerja

Sosialisasi, orientasi kesehatan

- kerja




3. 3 Pelayanan b ; 11 Pernbmaan dan pemantauan
kesehatan RN o . o - | kesehatan tradlswnal -
tradzs_lonal o o o 2 Sos1a11sa81, orientasi kesehatah '
Lo B PR .:t.radlsmna.l alternatif dan |
| o ] komplementer .
3 4 Pelayanan' o | | 1 Pemeriksaan kebugaran v
| kesehatan ' - »v | 2 Pembinaan kesehatan olahraga
. ,olahraga }» R B | o o 3 Somahsam, onentas1 kesehatan
- S 1 f]olaharga o

c) Penyelenggaraan fungs1 manajemen Puskesmas yang mehputl

- Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalux Iokakarya B
A " mini Puskesmas, Pengawasan Pengendahan dan Pemlalan (P3)

o kmex:;a Puskesmas serta keg1atan koordmas1 lintas sector Iamnya

B ‘R1nc1an keglatan qebagalmana tabe} IL.

v ‘ Tabel II. Rincian Keglatan Pemanfaatan BOK
| o Untuk Pelaksanaan FungSI Manajemen -

Puskesmas ,

| ‘No

Kegiatan — : ,'_,-‘ Jems Keglatan

Manajemen Puskesmas 1 Penyusunan perencanaan Puskesmas/

penyusunan POA

|2 _Lokaka:ya mini Puskesmas o

| bulanan /1 tnbulan '

3 Evaluas1/Penﬂalan Kmexya

L S |4 Rapat-rapat lintas program dan lmtas o
o - sectoral | |

v Penyedlaan Bahan Paka1 '
’ Habls

Pembehan ATK -

’Fotocopy[ Penggandaan -

: Tekms o

Konsultam Pernbmaan , Konsultasz ke Kabupaten

_l\)r—dt\)t-'

' Pembmaan teknis ke j Janngan, Jejanng, _
UKBM dan 1snt1tu31 ’

v Sistem Informasi l,Penggandaan formuhr pencatatan dan

pelaporan .

12 Pengmma.n laporan

3 Langganan mternet/ pembehan pulsa S

- mternet




2)

d) Penyelenggaraan keglatan UKM lainnya yang bersifat prioritas yang
- ditetapkan oleh Kementerlan Kesehatan maupun daerah dalam
upaya eliminasi/eradikasi/pembasmian penyakit tertentu di daerah
lokus yang telah ditetapkan, atau program prioritas lain baxk
: nasional maupun daerah.
e) Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung intervensi perubahan
. perilaku program prioritas antara lain edukasi PMBA (Pemberian
Makanan Bayi dan Anak), kelas ibu, onentam tumbuh
kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang),
kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. |
i) ’Operaswnal kegiatan outbreak respond/Kejadian Luar Blasa da.n
. kegiatan lainnya yang terkait pencapaian pnqutas nasional
g) Penyediaan tenaga koﬁtrak pfbmosi kesehatan,; sanitai’ian,
:, nutrisionis, tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola
. keuangan di puskesmas dengan sistem perjanjian kerja. Penetapan
- maksimal 4 orang tersebut berdasairkan pﬁoﬁtas kébtiiuhan teﬁéga
dengan kualifikasi. ’persyaratan yang telah ditentukan. Proses
penerimaan tenaga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten,
- sedangkan ikatan perjanjian kerja ditanda tangani oléh kepala
| Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan
Keglatan BOK UKM Sekunder
Keglatan BOK UKM Sekunder digunakan untuk keglatan antara lam
) ‘Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesm Sehat
* dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK); -
b)i Rujukan pengujian sampel kesehatan masyarakat (Bﬂa UKM primer
tidak mampu melakukan pemeriksaan baik tenaga, sarana
prasarana maupuh teknologi); |
c)? Dukungan/ pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan
| seperti kegiatan pengukuran cemaran lingkungan /zat berbahaya,
' kalibrasi alat dan lain-lain; | , i . ';
d)£ Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu UKM
. primer dan sekunder antara lain Audit Maternal Perinatal,
Penyelidikan Epidemiologi, Peiacal_{an dan Konﬁrrria§i kasus gizi,
pendamf)ingan‘ permasalahan kesehatan lain termasuk menghadiri
: kegiatan minilokakarya Puskesmas; | | |
e):: Kampanye, sosialisasi, advokasi perﬂaku hldup sehat di tingkat
kabupaten dan pemberdayaan masyarakat,

f) Koordinasi terpadu lintas program/lintas sector



L dukungan operasmnalnya

:Proses penenmaan tenaga dﬂaksanakan oleh Dmas Kesehatan" ‘_

) Penyedlaan 1 (satu) orang tenaga fasahtator STBM Kabupaten dan NI

o Kabupaten dengan ikatan peqanpan ker;a ‘yang dltandatangam’f o

oleh Kepala Dmas Kesehatan kabupaten dan ¥enaga yang o
b bersangkutan Persyaratan kuahﬁkam tenaga tersebut meliputi :

kR a) Berpendldlkan mmunal D3 Kesehatan ngkungan,

o b) leenkan honor mm:mal sesual upah minimum d1 Kabupaten' S

- yang berlaku S A C . :
'c) ‘Kepala Dmas Kabupaten menetapkan target kmerja bulanan e
” ‘secara tertulis (output based pelformance) | |

| fd) leenkan hak/ fasﬂltas yang setara dengan staf Dmas Kesehatan -

i dan blaya operaswnal keglatan sesua1 peraturan yang berlaku
e) Lama peljanjlan kelja tahun anggaran yang berIaku |
i) Pemblayaan bersumber dan dana BOK Kabupaten )
3) Keglatan Dukungan ManaJernen Satuan Kexja BOK dan Jampersal

o Kabupaten lamnya termasuk Jamman Kesehatan Nasmnal (JKN) : ‘_ o

' }"Keglatan dukungan manajemen pengelolaan BOK dan Jampersal di o

o }'FKabupaten dlgunakan untuk memblaym keglatan satuan kelja ?OK S

N "_v'dan Jampersal R1n01an keglatan sebagalmana tabel III

Tabel II R1nc1an Keglatan Pemanfaatan BOK Untuk Dukungaq Manajemen o ; :

PRI . Satuan Kega BOK dan Jampersal

No| » - Kegiatan - | - Jenls Keglatan

A 1 v‘Pengelolaan Keuangan 1 Dukungan admmxstmsx antara lam ATK
'Satuan Kerjadi penggandaan, pembellan metera.l dil
o Jkabupaten dan R S | o
N ":Puskesmas o B g B .
“2 . ,P@ﬁ}binm - .:, o 1 v‘Rapat/pertemuan koord1nas1 sosxahsas:, . - '-
Admlmstras1 . ~ advokasi Lp/ LS, venﬁka31 perencanaan, -

.Tmomtormg dan evaluas1 BOK

2 Pembmaan admmlstrasl tata kelola keuar}gan j

Puskesmas B SRR

3 }Konsultam ke prov1n31 dan pusat

3 | Sistem Informasi B 1 Pelaporan R

- 2 Langganan mtemet / pembeha.n pulsa mternet
‘untuk mendukung program pnomtas kesehatan
_ termasuk PIS-PK |




- 4) Keglatan BOK e—loglstlk dan distribusi obat v
' 1) DlSt[‘lbl.ISl obat, ‘vaksin dan BMHP ke puskesmas serta dukungan

pemanfaatan 31stem informasi atau aphka81 loglstlk obat dan

BMHP secara elektromk mehpun

a)

b)

Biaya distribusi obat, vaksm dan BMHP dari Instalasi Farmasx
Kabupaten/Kota ke puskesmas, dapat dlgunakan untuk:

(1)

@

o

@)
(5)

‘Dukungan pemanfaatan sistem mformasz atau  aplikasi

Biaya peljalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi
Farma51 Kabupaten/ Kota ke puskesmas. Kepala Daerah
menetapkan ketentuan’ blaya per_;alanan dinas atau
transport bagi petugas Insta1a81 Farmas1 Kabupaten/Kota
ke puskesmas, '

Bagi kabupaten pemekaran dapat dlgunakan untuk
blaya per]alanan dinas/ transport petugas Instalasi
Farmasi Kabupaten pemekaran ke Instalasi Farmasi
Kabupaten 1nduk

Blaya bahan bakar serta blaya pengepakan obat dan
BMHP; A |
Jasa pengmman melalul plhak ketlga, dan

Honoranum tenaga bongkar muat

logistik obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi

)

3)
@

vKabupaten qapat dlgunakan untuk
e

Pendampmgan : manajemen logistlk di puskesmas,
termasuk pengumpulan data indikator ketersediaan obat
dan vaksm esensxa.l dengan mengundang petugas
puskesmas, ' , o '
Biaya pet]alanan dinas atau transport bagl petugas Dinas
Keschatan Kabupaten untuk melakukan konsultasi
pemanfaatan svstem 1nforma31 atau aphkasr logistik obat
dan BMHP secara elektromk ke provinsi. Tata cara
penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan pexjalanan
dinas atau transport yang dltetapkan dengan peraturan
yang bquaku,

Biaya langganan mternet dan

Honorarium untuk pengelola aplikasi s1stem informasi
atau aphkas1 loglstlk obat - dan BMHP ' sesuai versi
Kementenan Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Tenaga

pengelqla dltetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan



Kabupaten yang mengacu pada peraturan yang berléku. |
, Besaran honor mengacu pada peraturan yang berlaku.
Rmc1an keglatan pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke
Puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aphka31
logistik obat dan BMHP secara elektronik adalah sebagal berikut:
. 1) Bxaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari InstalaSI Farmasi
Kabupaten /Kota (IFK) ke Puskesmas

: . Lokasi e .
No © Kegiatan Kegiatan . Bmc1an Komponen Belanja
1 | Distribusi dengan | DariIFK ke | Dilaksanakan | Belanja per_lalanan
menggunakan puskesmas |sesuai dengan |dinas:
kendaraan dinas o | kebutuhan Uang harian

| pendistribusian -
‘ o’bat, vaksin Belanja bahan:

|danBMHP |- Bahan bakar

| |- Peralatan
pengepakan: dus,
selotip, plastik,dll

Honor output
kegiatan:
Honorarium teqaga

bongkar muat

2 | Distribusi tidak = | Dari IFK ke Dilaksanakan | Belanja perjalanan
menggunakan ‘| puskesmas sesuai dengan | dinas:
| kendaraan dinas . | kebutuhan - - Uang harian

pendistribusian | - Biaya transport*

Obat7 Val{Sin ’ .

dan BMHP BelanJa Sewa

serte;‘ ' Sewa alat

bedgkungnya tl'ansporfas1*
Belanja bahan:
Peralatan

pengepakan: dus,
selotip, plastik,dll

Honor Output
kegiatan:

Honorarium tenaga

bongkar muat




Jasa pengmman -‘
- plhak ketlga R

Dari IFK ke

puskesmas

Dllaksanakan

) kebutuhan L
o pendlstnbusmn
obat,_vaksm
dan BMHP

sesual dengan :

[ Belanja bahan:
Peralatan _
'pengepakan dus,
selotip, plastlk,dll -

B | Belanja' jasé Iainnyai

Jasa pengmman
obat vaksm dan
» BMHP

| Honor output o

kegiatan:
Honoranum tenaga
bongkar muat.

- secara, elektromk d1 Insta1a81 Farmas1 Kabqpaten

R v

2) Pemanfaatan sttem Informasx atau Aphka31 Log13t1k Obat dan BMHP E

— .

o 1. Koordma31 dan

| Jumlah peserta

Maten (mencakup

'2.'Koord1na81 dan | .
| evaluasx LPLPO o

mengelola obat.

menyesualkan

tapl tldak terbatas
pada)

' evalua31 data
. obat 1nd1kator

| sebaga1 data
 dasar pengisian
. aplxkasx loglstlk
 obat dan BMHP

I No| Kegiai:an - Lokam Rincian . Kompbneri Beléhja'
S o v Keglatan , o =
1 ) Perid"ampingan’_‘ Kabupaten | Peserta ‘ajidalah’ - Belanja bahan:

o manajemen : . ijetugas'xzhstalasi Konsumsx rapat “
loglstlk di - | R farma31 o : N
,puskpsmas o ‘Kabupaten dan | Belan;a peljalanqn )
‘ | petugas = 'dlnas : “
S puskesmas yang 1




Perjalanan dinas | Provinsi Dilaksanakan 1 Belanja perjadin
bagi petugas _‘ hari (diluar biasa:
kesehatan perjalanan), 1 - Transport.
Kabupeten untuk orang - Uang harian
mélé.kukan
koordinasi sistem
informasi atau
aplikasi logistik
obat dan BMHP
secara elektronik
ke prov1n31
Biaya langganan | Instalasi Biaya internet Belanja langganan
internet Farmasi selama satu daya dan jasa
: Kabupaten | tahun, maksimal | Langganan internet

- 6 GB/bulan ;
Honorarium Instalasi Honor pengelola Honor output
untuk pengelola | Farmasi per bulan selama | kegiatan
sistem informasi | Kabupaten | satu tahun |
atau aplikasi z
logistik obat dan
BMHP secara
elektronik

Pengalokasian BOK

Alokasi BOK per Puskesmas ’ditetapk_}an melalui SK Kepala Dinas
Keséhatan Kabupaten.

Jenis Pembiayaan

1. BOK Puskesmas
Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai
kegiatan prioritas yang telah ditetapkan ‘oleh Puskesmas. Jenis

v pemblayaan tersebut meliputi :

‘a. Belanja transport petugas kesehatan dan kader serta hntas sector;

-b. Belanja perjanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non )

ASN;




R I N N

1.

,‘ Zj'

Belanja‘ pembelian bahan pakai habis;

. Belanja material i)endukung kegiatan; |
Belanja percetakan dan penggandaan;
Belanja makah dan minum rapat;

Belanja kegiatan pertemuan;

. Belanja honor tenaga kontrak;

Belanja pemeriksaan sampei;

‘Belanja jasa pengiriman sampel; dan

k ‘Belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak d1 Puskesmas
Dana BOK tidak dapat dlmanfaatkan untuk '

Belanja modal;
Belanja kuratif dan rehablhtatlve,

Pengadaan obat vaksm dan alat kesehatan,

 Pemeliharaan gedung dan kendaraan,

Belanja retan si;

. Pemehharaan bangunan kendaraan, sarana dan prasarana

2. BOK UKM Sekunder
Dana BOK UKM sekunder d1manfaat%<an untuk pemblayaan program

dan keglatan mellputz

,a.

_b.

Belanja transport local; : o |
Belama pezjanan dmas dalam dan luar daerah bagl ASN dan
non ASN L ’

Belan_]a pembehan bahan pakai habis;

Belanja material pendukung kegxatan UKM sekunder,
Belanga percetakan dan penggandaan, ,

Belanja keglatan pertemuan [ meeting;
'Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;

Belanja honor tenaga termasuk fasﬂltator kesehatan lmgkungan
di Kabupaten, o ' ‘

Belanja pemeriksaan sampel;

Belahja jasa penglmnan sampel; dan

Belanja iuran JKN untuk tenaga kontrak di Kabupaten.



‘Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk:

b.

c.

Belanja modal;
Belanja retribusi; -

Pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana

3. Dukungan Mana;emen BOK dan Jampersal

Dana Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal dxmanfaatkan untuk

pemb1ayaan program dan keglatan mehputl

‘a,
b

Belanja transport lokal;

Belanja pexjanan dinas dalam dan 1uar daerah bagi ASN dan
non ASN;

Belapja pembelian bahan pakai habis; -

Belanja material pvendul:mng kegiatan manajemen;

Belanja percetakém dan penggandaan' |

Belanja keglatan pertemuan/ meetmg,

Belanja makan dan mmum keglatan rapat;

4. Distribusi Obat dan e-logistik

1) Dana Dlstnbum Obat dlmanfaatkan untuk pembxayaan program

" dan keglatan mellpuu

a‘

Belanja transport bagi petugas Intalasi Perbekalan Farmasi
Kabupaten ke Puskesrnas,

B1aya bahan bakar atau biaya sewa alat transportasi
distribusi obat serta pengepakan obat dan Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP). Biaya sewa adalah satu kali hantaran,

Jasa penglnman melalux plhak ketiga;

B;aya tenaga bongkar muat.

2) Dukungan pemanfaatan system mformam dan aphka& e- loglstlk di

" Instalasi Farmasi Kabupaten dlgunakan untuk :

a.

'Pendampmgan manajemen logistik obat dan Bahan Medis
Habis Pakai

Biaya peqalanan dlnas atau transport bagl petugas Dmas
Kesehatan - Kabupaten untuk melakukan konsultas1
pemanfaatan e-logistik dan BHMP ke provmm, '



c. Biaya langganan internet dengan kuota maksimal
- GB/bulan; dan o :
d. Honorarium pengelola aplikasi e-logistik.

BUPATI KARANGANYAR
C o ottd

' JULIYATMONO



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA~ ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN ' '

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA AKREDITASI PUSKESMAS f

Salah satu sasaran pokok pembahgunan kesehatan dalam RPJMN 2015
- 2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun: 2015 - 2019 adalah

meningkaitnya akses dan mutu pelayanan ‘kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Untuk mewujudkan
sasaran pokok tersebut maka disusunlah keglatan pemngkatan mutu melalui
akred1tasx pelayanan kesehatan dengan dukungan Dana Alokasi Khusus

~ Nonfisik (DAK Non Fisik). Agar lebih operasmnal maka perlu disusun petunjuk

“teknis pelaksanan kegiatan penmgkatan mutu me1a1u1 akred1tas1 pelayanan'

kesehatan
1. Tujuan

a. ’I‘ujuan Umum:

Menmgkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan

mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat

b. Tujuan Khusus:

Menmgkatkap akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan

mengutamakan keselamatan pasmn dan masyarakat di Puskesmas

2. Sasaran

RS

Puskesmas melalul Dinas Kesehatan Kabupaten

3. Kebuakan Operasxonal

a. Persyaratan Umum:

Rl
2)

9

pemilik/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan membuat
pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tghun

" berjalan;

pemilik/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan nielampirka_n
rekomendasi ~ dari Dinas Kesehatan Prov1n31 untuk
melaksanakan akred1tas1 pada tahun berjalan; ' i

pemilik/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan
progfes persiapan akreditasi secara bg’rkal_a 3 bulan sekali
melalui Dinas Kesehatan Provinsi kepada Direktur Mutu dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan;



o 4) ketentuan untuk pengaloka51an honoranum dlatur sebagal "
i'"-benkut _ -
»_a) Honoranum Narasumber maksmlal 3 Jam per han per orang |
| ‘b) Honorarium Narasumber ‘per. jam Rp 900.000,00 (sembﬂan N
ratus ' ribu ruplah) ‘ sesua1 dengan PMK Nomor |
32/PMK.02/2018 tentang Standar Blaya Masukan Tahun '
' Anggaran 2019 : | o ‘ |
' c) 'Honoranum Moderator : per orang per kah sébesar }’
- | - Rp 700. 000 00 (tu;uh ratus nbu mpxah) o 1“ | -
- 5) Memlhln sarana, prasarana peralatan dan Sumber Daya |
o Manusm sesua; dengan peraturan yang berlaku ,
; 6) Fasﬂltas pelayanan kesehatan yang sxap untuk melaksanakan o
keseluruhan proses keglatan akrechtam fasﬂltas pelayanan
o kesehatan dapat mengajukan permohonan s permmtaan
o narasumber keglatan kepada Kementenan Kesehatan c. q.‘

B Direktorat Mutu dan Akredlta31 Pelayanan Kesehatan

b. Persyaratan Khusus
| Akredlta31 Puskesmas v » o _
a) Puskesmas sudah teregmtrasx di“ Pusdatin Kement_eﬁan .
. »Kesehatan RI , o | v‘ |
- b) Puskesmas telah mem1hk1 1zm untuk menyelenggarakan .
o pelayanan kesehatan dari pemermtah Kab/ Kota; ' '
. ‘:c)" Puskesmas mem111k1 dokter umum, : ‘

d) Kriteria Kepala Puskesmas sesueu peraturan yang berlaku,

’e) Kabupaten yang mengusulkan survex perdat}a akredﬂ:asx o

_ : Puskesmas dlutamakan pada Puskesmas yang telah -

o menyelesaukan pendarnpmgan pada tahun sebelumnya »

_ ) Puskesmas yang dlusulkan untuk: surve1 ulang (reakredltasﬂ' :

o 'harus sudah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendas1
hasﬂ surve1 sebelumnya dengan me]akukan fasﬂxtam dan -,

. pembmaan pasca akred1tas1 rmmmal 6 bulan sesua1 Surat '

Edaran Dnjen Nomor: HK 02. 02 /VI/3973/2017 tentang

. Pembmaan Mutu dan Akredltasx Puskesmas, dan dllaporkan o

e kepada Dlrektur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Dinas
Kesehatan Provmsx secara penodlk (per 6 bulan) rnelalu1
web31te www siaf. kemenkes go id; ' ’

B fg)" .Kabupaten menandatangam surat pernyataan kesanggupan
 untuk .memngkatkanA status‘,akred1‘tas‘1 ‘minimal satu tingkat


http://www.siaf.kemenkes.go.id

*”,,'f_}vleblh ﬁnggl dan status akredltam | sebelumnya padaf.;. -

;vpuskesmas yang dlusulkan pendampmgan pasca akred1tasx _' o
Bag1 puskesmas yang status akredltasmya panpurna harus S

' :,”blsa mempertahankan atau menmgkatkan skonng kelulusan,'

- pada puskesmas yang | mengusulkan .
o a(reakredltasx) o |

. '_ h) »Kabupaten menandatangam surat pernyataan kesanggupan, | o

‘untuk melaporkan pendampmgan ‘pasca . -survei melalul"

o aphkam web51te www.siaf. kemenkes qo id. pada Puskesmas .

- yang d1usulkan menu pendampmgan pasca surve1 akred1tas1

e '_ v-i) ’ Perubahan lokus Puskesmas dari- Roadrnap yang sudah'_ |

: jdltetapkan dapat dllakukan dengan ketentuan

- »' - Kecamatan yang dlusulkan sudah mem111k1 Puskesmas IR

o _;vtersertlﬁka& akredltaSI, . maka : blsa

dialihkan ke = -

- ercamatan yang belum mem111k1 Puskesmas tersemﬁkasl'}f

. akred1tas1

e o »Kecamatan yang dlusulkan sudah ‘memiliki Puskesmas_t o .

- ‘tersertlﬁkam akredltas1, maka blsai

dialihkan ke

i Puskesmas yang berada di daerah terpencﬂ/ sangat‘_( o

_‘ | terpencﬂ/perbatasan, debuknkan dengan SK Penetapan
| Bupan/ Wahkota Walaupun di Kecamatan tersebut sudah‘ .

I menuhkl Puskesmas tersert1ﬁkas1 akredltas:

| 4 Menu Keglatan AkredltaSI Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan ) o

: Menu DAK Nonﬁ31k Akredltam Puskesmas Tahun Anggaran 2019 terdm dan

o 1) Workshop Pendukung Implementa31 Akrechtam f
R 2} Pendamplngan Pra Surve1 Akred1tas1
- - 3) Pendampmgan Pasca Survei Akredlta31
B 4) Survel Akreditas1 Ulang (Re—Akredztasx)



5. Pemanfaatan Dana Akredlta31 Fasxhtas Pelayanan Kesehatan

Urutan Pnontas Menu DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas

Tahun Anggaran 2019
‘ MENU | URUTAN PRIORITAS
a) Workshop Pendukung Implementasi : 4
- Akreditasi Puskesmas |

- Kegiatan Workshop Pemahaman
Standar dan Instrumen Aln‘cditasi .
FKTP Versi 2018 -

. Kégiatan Workshop Audit Intémal '
dan Tinjauan Mana_]emen

- Keglatan Workshop Kesela.matan

_ Pasien ,_
b) Pendampmgan Pra Survel Akredlta31 3
¢} Pendampingan = Pasca Survei . S
Aquaitasi ) | |
d) Survei Akreditasi Perdana | 1
¢) Survei  Ulang  Akreditasi  (Re- ' 2
~ Akreditas) | o ) |

~_ Adapun penjelasan pola pembiayaa:(i masing-masing _rnénu sebagaiv
berikut:

Workshop Pendukung Implementa31 Akredlta51 Puskesmas

Kegxatan ini bertujuan untuk i |

a) memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Puskesmas
terkmt dengan pemenuhan standar alu'edlta31 sehmgga

' Puskesmas dapat melakukan pemenuhan standar akredxta31

b) memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Puskesmas
terkait Audit " Internal dan Tlnjauan Managemen, sehingga

. Puskesmas d,:,-lpat melakukan ~Audit Ipternal qan Tinjgruan v

Manéjemen o | |

¢) memberikan pengétahuan dan pemahanan kepada‘: Puskesmas

* terkait Keselgmatdn Pasien sehingg? | Puskesmas dapat:

- melsfkukan Keéelamatan Pasien.

" Menu workshop yang dllaksanakan dapat disesuaikan dengan

kebutuhan Puskesmas Benkut ada]ah menu yang dapat leadlkan

a,cuan sebagau plhhan




R 1) Workshop Pemahaman Standard dan Instrumen Akredltasx Versn

_ 12018 3 N i | |
2) Workshop Audlt Internal dan Tm_]auan Manajemen _
:&3) Workshop Keselamatan Pasmn .

Kegxatan Workshop pendukung 1mp1ementa31 akredltam puskesmas

R dllakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

: Peserta / sasaran keglatan terdm dan
| ;1) Kepala Puskesmas e
2) Kepala TU v o

'iﬂ§3) Penanggung Jawab Admlmstram dan Mana;emen Penanggung-: S

e Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Penanggung Jawab |

jUpaya Kesehatan Perseorangan (UKP), . Penanggung Jawab

%if_j}Keselamatan Pasxen Penanggung Jawab Pencegahan dan -

: ._ v' ',:APengendahan InfekSI, Penanggung Jawab Mqtu di Puskesmas
~-:4) Dokter urnum / Dokter G1g1 '
5) Penanggung Jawab UGD
| . 6) Penanggung J awab Rawat Inap
: 7) Penanggung Jawab KIA/Poned _ v R
3) Penanggung Jawgib Pelaksana pela,yanan Laboratonurn .

-9) Penanggung Jawab Pelaksana pelayanan Kefa.rmasxan L

Narasumber

1) Narasumber pada Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen.
o  Akreditasi Vers1 2018 adalah Pendampmg dan/atau Survelorv o
i A Akreditasi FKTP yang sudah meng1kut1 Lokaka.tya Standar dan 3

“Instrumen Akredlta31 FKTP Ver31 2018 oleh Dlrektorat Mutu dan

- Akredxtam PeIayanan Kesehatan Kementenan Kesehatan RI

2) Narasumber pada Workshop Aud1t Intemal ‘dan Tlnjauan S

- Manajemen adalah 'I‘enaga Kesehatan yang sudah memlhkx

:Sertlﬁkat Penmgkatan Kemampuan 'I‘ekms Bag1 Tenaga Kesehatan

B ,dalam pelaksanaan Audxt Internal dan ’I‘mjauan Manajemen di
FKTP yang dxkeluarkan oIeh Dxrektorat Mutu dan Akl‘ﬁdlt&Sl
v‘:_:Pelayanan Kesehatan Kementenan Kesehatan RL .
‘: _'f“ 3) ; Narasumber pada Workshop Keselamatan Pasmn adalah Tenaga'

‘ Kesehatan yang sudah mem11k1 Sertlﬁkat Pemngkatan Kemampuan_ S

o ,Teknls Bag1 Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan Keselamatan . |

: Pasuen yang dlkeluarkan oleh Dlrektorat Mutu dan Akredlta31

Pelayanan Kesehatan, Kementenan Kesehatan RI



:Sesuai amanat Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005

‘Pasal 60 ayat (2) bahwa Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK, maka Pola pembiayaan keg;atan

-mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian
kegiatan Workshop Pendukung Implementa31 Akredltasl Puskesmas
. sebagai berikut:

. v Lokasi , | |

No | Kegiatan | dan E Rincian .Komponen

. Pelaksana Belanja

Kegiatan | .‘

1. Workshop Dinas - - Penyampaian | 1}Belanja bahan:
Pemahaman  |Kesehatan | materi - ATK,
Standard dan | Kab/Kota | dilaksanakan | Fotocopy &
Instrpmen Versi selama 3 han f’engganqaan
Tahun 2018 efektif - Konsumsi

- Untuk rapat
Puskesmas ‘
yang sulit 2)Belanja jasa
transportasi profesi:
dapat - Honor _

~ menggunakan narasumber

~anggaran | (3orang@ 3

perjadin jamx 3 harix |
selama 5 hari, | Rp. 900.000)
 3 hari maieri, - Honor

lhari Moderator (1
‘kedatangafn orang @ KL)
dan 1 hari Rp. 700.000
kepulangan) / KL '

3)Belanja
perjadin biasa:
- Transport
narasumber
- benginaﬁan

narasumber




o |

Kegiatan

Loka31 :

dan

vP}elaksa‘.na

| : Kegiatén 1

Rincian

Komponen

N Belanjé o

Belanja Perjadin

- | paket meetmg

dalam kota:

| - Uang harlan

- Transport - -
 lokal peserta
- Paket meetmg v

fullday

: _Workshop
Pelaksanaan
Audit Internal
| dan ijauan

Manajemen

Dinas

Kesehatan |
Kab/Kota

- Penyampa_ian

‘materi v
dﬂaksanakan

_ selama 3 han :
: ’efektjf o

:-Untuk

Puskesmas |
‘yang sulit
transportam
dapat o

enggunakan

anggaran .

perj: adm

¥ f selama 5 han |

: S‘han maten,
‘lhari

._‘}kedata'riganv -

~dan 1 hari

- kepulangan)

1)Belanja bahan: | o
- ATK, ’

Fotoéopy &
B Penggandaan‘
- Konsum31 '

| ,_rapat

2)Belanja Jasa

profem

- Hlonorv S

; ‘narasumber 1
‘(Qorang@3
Rp 900 000)'

| - Honor

“ Moderato;' (1

 orang @ KL)
Rp. 700.000
KL

3)Belanja
perjadin biasa:
-'Transport‘ ‘

~narasumber

|- Penginapan

- narasumber o




Kegiatan ‘-
s }Kegiatan

Loka31 '

dan

’ Belanja

| Belanja Pel?iadin 1 e
- paket meetlng

dalam kota

S | _Uanghanan

L - Tra_nSpOrt

“lokal peserta

o .-Paket meetlng : o

fullday

. WorkshOP

Keselamatan

Lo Pa51en :

| Dmas

Kesehatan

.Kab/Kota'

e Penyampalan

materl ,
dﬂaksanakan

selama 2 hari "

efektlf

. . Untuk

puskesmas .
yang suht
'crans’pol”‘?ﬁ‘s1 |

' dapat

| me_nggunak?*“ :

“‘peljadi’n e

selama 4 har1 |

(2 hari.

maten,l harl :
kedatangan |

v danlhan

:kep}llangan)

l)BelanJa bahan: B

- ATK
. FotocOPY &

Penggandaanv 1

.- Konsumsl

2)Be1an.}a Jasa |

profesl

1 - Honor

nzzvbrasun'iber |

(2 orang@ 3
._,T.]amx2 hanX
~ Rp. 900. 000)

- ,Honor S

* Moderator (1
"v'.orang@KL) ‘»
~ Rp. 700.000

i 3)Belan_]a .

- e : peljadln bIaSa:Q

_-Transport |
- narasumber -
- Penginapan -

- narasumber




NO

Loka31 [

Kegiatan | dan | Rincan | Komponen -
~ Belan_]a Perjadm

N paket meetmg -
- | dalam kota: - v
- Uang hanan -

- Transport

ﬁdlday

2 Pendampmgan Pasca Surve1 Akredlta31

- :Dlnkes Ka,bupaten yang dltetapkan oleh Kepala Dmas} L
. Kesehatan ' : x : ‘ D

a)

v:”’vmemlhla sertlﬁkat pendampmg dan / atau | survelorf: -

| :b'akredltam FKTP sesual ketentuan yang berlaku Sasaran' o

Keglatan ml dllaksanakan atas tanggung Jawab Kepala Dlnas“ .
Kesehatan Kabupaten ’ : o

Pelaksana keglatan ini adalah Tun Pendampmg Akredlta31 E
:V‘Tnn pendampmg adalah tenaga kesehatan dengan kntena_' - o

o Keglatan adalah Puskesmas yang sudah pemah dilakukan
-~ surveidan memlhkl sertlﬁkat akred1tas1 yang masxh berl aku R

| B ’membantu Puskesmas untuk melakukan tlndak lan,]ut"

Tujuan keglatan dan pendamplngan pasca ini adalah .-

o 't terhadap rekomendaSI hasﬂ survel, melakukan penmgkatan o
:f‘i’mutu layanan : secara _ berkesmambungan dan o
- ’mempermapkan Puskesmas untuk melakukan Re-Akredﬂ;am o
:Narasumber adalah T1m Pendampmg Akred1ta31 Dmkes ) o
_*Kabupaten yang dltetapkan oleh Kepala Dmas Kesehatan'. | o
:‘Kabupaten ' j R S

Pelaksanaan kegxatan pendampmgan pasca dllakukan 2‘ o
R ;(dua) kah setahun Bag1 Kabupaten yang mengusulkan menu‘;;
:pendampmgan pasca akred1tas1 | Puskesmas, . maka_
o ; :.';"_dlharapkan tmgkat status akredltam Puskesmas psda hasxl -
v‘v',»‘vsurvel ulang akred1tas: (re~akred1ta31) harus satu txngkat

L .bleblh tmggx dan status akredlta31 sebelumnya Bagi

Puskesmas yang status akredltasmya panpurna, harus bisa

Iokalpeserta " R




N mempertahankan atau memngkatkan skormg kelulusan ‘

ulang" -

. pada Puskesmas yang _mengusulkan survei
(reakredltas1) ) | . EER o N
g Sesua1 amanat Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 R
- Pasal 60 ayat (2) bahwa Penggunaan DAK dllakukan sesum R
o dengan Petunjuk Teknls Penggunaan DAK, maka Pola
V-pemblayaan kegiatan menglkutl ‘standar blaya yang
| tercantum pada Jukms ini. Rincian keg1atan Pendampmgan" -
,‘ V, Akredlta31 Puskesmas sebaga1 benkut
T Teks | |
No | Kegiatan - B Kggiatén: Rmaan  Komponen
| o | | Belania
|1, Pendamping‘ Dllakukan | Dilaksana l)BeIanja bahan: |
|anPasca pada  |kan2x |- ATK, Fotoc0py a
Surve1 : Puskesmas - i)erPﬁékes ; dan '
. }Akredxtasi | yang telah . mas@3 Penggandaan |
1 - vférseiﬁﬁkasi: | nari o ;Konsum31 rapat
akreciitaési} . o {Dlsesumkan |
bleﬁ Komisi : dengan SBM .
Akreditasi APBN tahun.
FKTP 2019

-|2) Belanja jasa

| profe31 | ,
. Honortlm
- pendamping (1 |
 tim terdiri dari
1 S?)rang@ 3
jamx3hari
‘déngan -

E besaran honor
sesuai dengan‘ :
| aturan APBD
| kab.

. karanganyar

| tahun2019)
 |3) Belanja.

perjadin biasa |




Lokasi ‘
No Kegiatan Kegiatan Rincian |  Komponen

Belanja

(disesuaikan
~ dengan SBM
APBN Tahun
20 19)‘ untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
' ; pendamping
(tentative)

3 Survei Ulang Akreditasi (Re-AkredxtaSI) ,
j_, Keglatan ini dllaksanakan oleh Dinkes Kabupaten dengan
| tanggung jawab pelaksanaan keglatan adalah Kepala Dinas

- Kesehatan Kabupaten yang telah memenuhi ketentuan sebagai

- berikut : |

- a) Adanya surat pernyataan dari Kepala, Dinas Kesehatan
Kabupaten tentang Puskesmas} yang akan diusulkan sﬁrvei
ulang akreditasi (re-akreditasi) pada tahun 2019, | _

b) 'I‘ersedxanya jadwal pelaksanaan pendampmgan pasca
akreditasi Puskesmas berdasarkan roadmap akreditasi tahun
anggaran 2019, '

-9 Puskesmas dengan sertlﬁkat akredltam yang akan habis masa
,,,_ berlakunya di tahun 20 19, '

Menu ini diperuntukan hanya untuk Puskesmas yang diusulkan
. untuk Survei Re-Akreditasi Puskesmas di Tahun Angg.aran 2019.

Narasumber kegiatan ini adalah ‘Surveior yang ditugaskan oleh
Komisi AkredltaSI Fasﬂltas Kesehatan ngkat Pertama '

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal
60 ayat 2 bahwa Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penggurzléa'nv DAK, maka I;{omponen beIanja -dan
Pola pembiayaan kegiatan re—ékréditasi mengikuti Standar Biaya

~ Masukan APBN Tahun 20A19 yang tercantum dalam juknis ini
sebaga@ berikut : “ |



Lokasi ‘

No Kegiatan Rincian ‘Komponen
. Kegiatan _ . Belanja
1 Surveiv | Puskesmas | Dilaksanakan 5 1) Belanja
Akreditasi | yang | hari (termasuk | Bahan:
Ulang  |diusulkan |kedatangandan |- ATK,
(Reakredit | reakreditasi kepulangan Fotocopy
asi) | surveior ke lokasi) | dan
yang terdiri dari 3 | Penggandaan
v hari survei dan2 |- Kbnsumsi
hari kedatangan (Disesuaikan
dan kepulangan. dengan S}BM
- APBN tahun
Apabila lokasi di | 2019)
daerah . ,
Terpencil/Sangat _) Belanja jasa
Terpencil jumlah profesi:
hari kedatangan Honorarium
dan kepulangan surveior
‘| dapat lebih selama 3
panjang. hari survei

Keseluruhan hari
yang dibutuhkan
oleh surveiof
(kedatangan
képulangan'dén »
survei) ditanggung
biayanya oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten, yang
terdiri dari :

- Biaya tfarisport
éurveior (dari
tempat asal
silfveior, sglama
survei dan~
pulang kembali
ke tempat asal) |

per orang per
hari, @ 3
jam, @ Rp
900.000/jam
/hari/orang
(Besaran |
honor perjam
sesuai
honorarium
narasumber
eselon III
kebawah/
yang
disetarakan
sesuai SBM
APBN Tahun
2019)




S0 SRR Tokasi
Kegiatan |-~

Belan_] a

- B1aya “ -

3) Belanja

o Peljadm |

dalam kota

Transport e
| lokal (untuk -

- | pendamping) |

N BelanJa

Peljalanan -

‘ dmas blasa

- Uang harian}- 1

3 §urve10r.,_‘_g

| Selar‘ria‘3’
~hari surve1

dltamba}}

kedatangan
dan hari
kepulangaﬁ :
-Transport e
survelor
dlanggarkan

f rmmrnal

1 dengan

mengguna* :

~antar
‘bandara
v @buko{a-.a_ o

| provin si‘real ) R

(termasuk
aloka51 B
unt}ukv e

pesawat,

kapal laut

. Komponen B R

dengan han o

kan pesawat EEn




No

Kegiatan

Lokasi
Kegiatan

Rincian

Komponen

Belanja

dan
kendaraan
disesuaikan
dengan -
Standar
Biaya o

Masukan

- APBN tahun
2019,

apabila
besarah
transpdrt
tidak
terdapat‘
dalam
Standar
fBiaya,

' Masukan

APBN maka
dapat
diseSuaikan
'dengan
Standar
Biaya APBD)

| - Penginapan

surveior

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

J ULIYA’I:MON O




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
-NOMOR 13 TAHUN 2019 :
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
- PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2019

PENGELOLAAN DANPEMAN FAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

" A. Latar Belakang

Sebaga1 tahun terakhir dari penyusunan peta jalan Unwersal Health
Coverage Tahun 2019 dlharapkan 95% jumlah penduduk telah memiliki

o Jmmn Kesehatan Nasional (JKN) sehxngga terlindung dari risiko finansial

apabila mengalami masalah kesehatan termasuk adanya jaminan persalinan

' dan perawatan bayi baru lahir. Tahun 2019 juga merupakan tahun perfama

akan diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan
- 12 indikator yang di dalamnya ada mdlkator pelayanan kehamilan, pelayanan
persalinan di fasﬂltas pelayanan kesehatan dan pelayanan bay1 baru lahlr

~ Sampai dengan Tahun 2018 prosentase persalinan di fasilitas pelayanan
- kesehatan masih belum mencapai angka optimal pada angka 90% yang diduga |
dlantaranya adalah ‘terkait dengan  masalah finansial mehputl
ketldakmampuan menyedtakan : biaya 'persalinan, kendakmampuan
menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai témpat pertolongan ‘
persalinan. | '

Pemerintah pada Tahun 2019 masih melanjutkan program Jaminan
Persalinan sebagai kelanjutan Tahun 2018 dengan tujuan membantu masalah
finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasav
persalman dan biaya transportasi untuk men_]angkau fasﬂxtas pelayanan
kesehatan untuk pertolongan persahnan khususnya pada sasaran penduduk

‘v mlskm dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

B. Tujuari

1. Tujuan Umum
Memngkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan
nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang |
kompeten '
2. Tu_]uan Khusus
a. Meningkatkan Jumlah persalman di fasﬂltas pelayanan kesehatan
yang kompeten; ,
b Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas
serta bayi baru lahir. '



~ C. Sasaran

1. Dmas Kesehatan
2. Rumah Sakit;

- 3. Puskesmas dan jaringannya (PKD).

1.

10.

11.

' stimber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan,

. Kebx_]akan Operasmnal

Dana Jampersal merupakan Dana Alok331 Khusus Nonﬁs1k yang

dllaksanakan oleh Dmas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan

dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan

| Kesehatan Tbu dan Anak; .
. Dana Jampersal dlarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas
v kesehatan sehingga “dapat paelakukan pencegahan dmz terh:g.dap

tezjadmya komphka31 balk pada saat hamil, dalam persahnan ataupun
masa nifas; o

Penyedlaan Rumah Tunggu Kelahlran (RTK) mempertlmbangkan

I

Dana Jampersal dxgunakan untuk memblaym persalinan/perawatan
kehamﬂan risiko tmggl di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu

'hamll/ bersa]m rmsklp dan udak mampu  yang belum mempunyai

Jamman pemblayaan oleh JKN/ KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;

Dana Jampersal dlgunakan untuk memb1aya1 persahnan/ perawatan |
‘kehamilan risiko tlnggl di fasxhtas pelayanan kesehatan bagi ibu

haxml/ bersahn miskin dan tldak mampu yang belum mempunyau
Jamlnan pembiayaan atau mempunyau kartu tetapi sudah tidak aktif;
Penenma bantuan dana jampersal diberikan kepada keluarga miskin

yang belum mempunyau Jamman atas rekomendas1 Dinas Sosml

. Penerima bantuan jampersal Wajlb menyerahkan persyaratan di

fasﬁxtas pelayanan kesehatan maksimal 3x24 jam (tiga kali dua puluh

empat jam) hari kerja;

Penenma bantuan hanya berlaku di perawatan / pelayanan kelas III.

sesua1 dengan pelayanan bag1 penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak .

dlperbolehkan naik kelas;

. Dgna Jampersal tidak boleh d;gunakan untuk mcmb1aya1 keglatan yang

telah dxbxayal melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana
lainnya; ’
Dmas Kesehatan menghltung kebutuhan pemanfaatan dana Ja:npersal

masmg—masmg keglatan untuk 'mlayah Daerah sesuai dengan prlontas

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang dlatur o

dalam juknis, dan sesuai dengan ketersediaan dana;

e o A, et




E Pemblayaan

' 1. Pembayaran pelayanan di Rumah Sak1t memaka1 tarif INACBGs,

2. Pemblayaan persalinan dx Puskesmas dan jaringannya memakaz tarif
JKN yang berlaku; . .

3. Pembayaran keglatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasﬂltas
pelayanan kesehatan atau penanggung]awab kegiatan Jampersal kepada

| bendahara yang dltetapkan oleh Dinas Kesehatan, kecuali untuk
memblayal / membayar sewa Rumah 'I‘unggu Kelahiran (RTK)

4. Penerima bantuan Jampersal tidak dlperbolehkan naik kclas dengan
blaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada

Penerima Bantuan Iuran (PBI).

F. Ruang Llngkup Kegiatan Jampersal

Ruang lmgkup Jampersal di Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. Rujukan persalinan dari rumah ke fas111tas pelayanan kesehatan yang
kompeten ‘

- 2. Sewa dan operasmnal Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), . :

3. Pelayanan kasus komplikasi dan risiko tinggi pada ibu hamil,
pertolongan persalinan, ibu nifas, KB paska perSalinan dan perawatan.
bayi baru lahir, skrining h1pot1r01d neonatal; serta perawatan bay1 baru
lahir (0-28 hari) yang bermasalah; dan

4. Belanja dukungan manajemen.

G. Penggﬁnaan Dana Janipersal
Dana jampersal dipergunakan untuk keglatan ,
1. Rujukan (perg1 dan pulang) ibu hamil/bersalin/ nifas ke fasﬂltas_
| pelayanan kesehatan yang mempunya1 kompeten31 pertolongan
persalinan meliputi: ‘
a. Rujukan ibu hamil/ bersahn/ nifas risiko tmggl atau komphkam atas
md1ka31 medis meliputi : ‘ '
1) Rujukan dari rumah ibu harml lbu Bersalin, Ibu nifas ke Rumah
- Tunggu Kelahiran (RTK); :
2) Rujukan dari rumah ibu hamil, Ibu Bersahn, Ibu nifas ke fasilitas
'+ pelayanan kesehatan pnmer dan atau ke fasﬂltas pelayanan
kesehatan ru_]ukan sekunder/ termer,
3) Rujukan dari Rumah Tunggu Kelahlran (RTK) ke fasilitas
pelayanan Kesehatan primer dan atau ke fasilitas pelayanan

kesehatan rujukan sekunder/tersier;



4) Rujukan dan fasﬂltas pelayanan kesehatan prlmer ke fasﬂltas
- pelayanan kesehatan ruJukan sekunder/ ter31er ',
b Ru_]ukan Bayi Baru lahlr (0-28 hari) r131ko tmggl atau komphkam atas
md1kas1 medis meliputi:

1) Rujukan dari rumah bay1 baru lahlr dan bayl ke fasilitas
pelayanan kesehatan primer dan atau ke fasﬂltas pelayanan
kesehatan ruJukan sekunder/tersier;

2) Rujukan dari fasﬂltas pelayanan kesehatan primer ke famhtas‘

" pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/ tersier; ' '

c. Rujukan bahk dari fasﬂ1tas pelayanan kesehatan primer atau fasﬂltas_}
pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier ke Rumah Tunggu

Kelahlran {RTK) baxk untuk 1bu harml ibu mfas dan bay1 '

2. Sewa dan Operasmnal Rumah 'I‘unggu Kelahlran (RTK) termasuk makan v

dan minum- bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas'

'kesehatan /kader. ‘ . v
. Pertolongan persalman, perawatan kehamﬂan n31ko tmggx, 1bu mfas :

‘re31ko tinggi ;, bayi baru lahir dan bayi yang mengalaxm komphkasx atas

| mdikatn medls di fasilitas pelayanan kesehatan pnmer maupun |

sekunder/ terswr, dan pelayana.n KB paska persalman dengan
kontrasepsx dlsedlakan BKKBN.

. Dukungan manajemen/ pengelolaan J ampersal Dmas Kesehatan.

’ Dana Jampersal dapat dxgunakan oleh pengelola Jampersal tingkat

kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan somahsam, venﬁkasr '

klalm, survei dan kontrak RTK, pembmaan, pendampmgan petugas

, ” kesehatan dan dukungan admxmstra31

: H Peﬁiahfaatan Daﬁa Jampersal

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

1.

: Transport lokal atau pexjalanan dmas petugas kesehatan termasuk
,kader, . o T ’ |

. Sewa mobil/ sarana transportasi rujukan, dengan ketentuari'

a. mobll/ sarana transportas1 adalah kendaraan yang berupa ambulans
| swasta dan kendaraan jenis lamnya yang dlperuntukkan melakukan
‘rujukan penderita | o " ' o
b sewa mobll/ sarana 'transportasi adalah' biaya = operasional |

penggunaan kendaraan yang dlperuntukkan meru_]uk pendenta '



o :3;‘:-:,.Opera31onal Rumah 'I‘unggu Kelahlra.n (RTK) mencakup Lo
i ‘*.;,a Sewa rumah (langganan axr hstnk alat rumah tangga, da_n alat

keberSIhan)

o vb Makan dan minum bagl 1bu hamjl dan pendampmg yang ada d1 RTK - o

4.@,- Jasa pemenksaan perawatan dan pertolongan persalman

Jasa pemenksaan dan penglrlman sampel Skrmmg HlpOtlI‘OId Neonatal -
(SHK), o e v

Honor non PNS S _ v o

Pen}'elenggaraan rapat Pertemuan sos1ahsasx, . .

' Penyediaan barang habis pakal, .

‘0 9°_:'*1<_¢*}? oo

) “v,f'Belanja pencetakan dan penggandaan

Dana Jampersal tldak boleh dxmanfaaﬂ{an untuk belanJa tldak langsung, "
KN belanja modal pembehan obat dan vaksm, bayar mran / preml = |

. F Prosequr Pemanfaatan Dapa Jampersal di Rumah Sak:lt dan Puskesmas

S Rumah Saklt yang memben Pelayanan Jampersal yaltu RSUDI .

‘gKaranganyar RSUD Surakarta dan RSUD Dr Moeward1

R '5:;2’.2, Puskesmas yang membenkan Pelayanan Jampersal adalah semuayj o o

: ‘Puskesmas

S 3."vProsedur untuk mendapatkan pelayanan Jampersal

! }a.v_ BIdan desa menemukan 1bu hamll nsﬂ{o tmggl, keluarga mxskm dan e

g i“udak mempunya1 Jamman Kesehataq R S
“7 " b. Bidan desa melakukan check di Ap11kas1 Pcare BPJS apaka.h sudah .
terdaftar dalam BPJS - L e ; v :
c.’vi‘}'f}Bldan desa melaporkan data ibu hamll I‘].SlkO tmggx, keluarga lmskm -

| dan udak mempunyal Je amlnan Kesehatan ke Dmas Kesehatan

" d. [ Puskesmas memberxkan surat pengantar ke Dmas Sosml kepada;_ o

o ‘keluarga

o . v»j Keluarga memmta Surat RekomendaSI ke Dmas Sosml

5 ‘f, Fotocopy Surat Rekomendasl dan Dmas Sosml dlserahkan ke Bldan.:’ o

o ,desa

. g ,Bldan Desa mengajukan Surat Keterangan Jampersal ke Dmas N

i ".Kesehatan dengan membawa Fotoc0py Surat Rekomendas1 dan Dmas IR

. 8031a1

h Bldan Desa mendapat 1 paket Surat Keterangan Jampersal yang.v i e

- "'--,",terdm dan Surat Keterangan Jampersal untuk ANC, persahnan, PNC,

. }

dan Bay1 | _ ‘ a - |
i. Untuk pelayanan persahnan, pasaen membawa Surat Keterangan :

Jam;)ersal untuk Persahnan yang asi -



je

Untuk pelayanan ANC PNC dan Bayx, pasien membqwa Fotoc0py
Surat Keterangan Jampersal untuk ANC, PNC, dan Bay1 & harus

desyahkan oleh B1dan Desa setxap akan melakukan pemenksaan ke

o Fasyankes

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO



}LAMPIRAN IV o : o
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR |
 NOMOR 13 TAHUN 2019 . |

s TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN” R
ALOKASI

 PENGELOLAAN

- KHUSUS NON,

DANA -

FISIK BIDANG.: -

- KESEHATAN TAHUN 2019
: S 2. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN »
" DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN C
- PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA... ,
TRIWULAN / SEMESTER . TAHUN ANGGARAN ‘ : . s L
: . } i : Perencanaan Kegiatan . - Pelaksanaan Kegiatan , o Permasalahan . -
S - ' T Réalisasi'. Persentase | K¢Sesuai?n o
- S o oo Jumlah Penerima Pagu | Jumlah Penerima | N : antara DPA- = | | L
“No. Jenis Keglatan -~ o R : Pengguna [ . [ 1 ' . S
: _ o . Manfaat (*) | Alokasi . Manfaat (% . | msic | : SKPD dengan Kodefikasi Masalah (*)
: : A Y an i Keu {. e - : »
O — Jumlah | Satuan | (Rp.) | Jumlah Satuan - Rp) | % | % YA | TIDAK | - '
1 .2 .3 SRR B 5 -6 7 8 9. 10 11 . 12 13
1 Bantuan Operasional Kesehatan
' Operasional Puskesmas
o dst o

II.

Alﬂnjeditasi Rumah Sakit.- -

Bimbingan Teknis -

..dst




I

‘Akreditasi Puskesmas

Bimbingan Teknis

..dst

Jaminan Persalinan

Operasional Rumah Tunggu

Kelahiran

.. dst

Total

Akreditasi labkesda

Tanggal'...

Mengctahui,
 Kepala Dinas
'NIP. ....

- Tempat... - - -

-




i Pennasalahan terkaxt dengan Peraturan Menten Keuangan (PMK)
Permasalahan terka1t dengan Petunjuk Tekms )

.' Permasalahan terkalt dengan DPA«SKPD - L
L Permasa]ahan terkaxt dengan SK Penetapan Pelaksana Keglatan

U Permasalahan terkaut dengan Pelaksanaan Tennder Pekeljaan

-~ Kontrak

N 7 | s Permasalahan terka_lt dengan Pers1apan Peketjaan Swakelola
8 . i 'b N Permasalahan terkaxt dengan Penerbltan SP2D

' 9 ', ,' Permasalahan terkalt dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

g ', 10 A : o Permasalahan terkalt dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakeola { |

| Keterangan

R B S Pelaksana DAK adaiah SKPD provms1 terkaJt yang bertanggung

AN Jawab terhadap bxdang DAK masmg-masmg

IR ‘Bldang DAK sesuaJ dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

, Jems Keglatan sesuau dengan Petunjuk ’I‘ekms masmg-masmg
e ‘ vb1dang DAK o : ' ' :

o 4 ) ‘.{;':::::f Y Kolom 18 diisi dengan maslah-maslah yang teljadl d Iapangan o

, S yang terkait dengan kode masalah yang tersedla - ;
© () Satuan penerima manfaat dlses“alkan dengan keg‘atan di  ' R

masmg—masmg bldang DAK

 Tempat ”.'.'.g Tanggal
- Kepala B'ir;o/[)inas /Bagian ...
SR

: (tanda tangan ash dan stempel
"»'basah) o -

'NIP. ...

},};},Pennasa]ahan terkeut dengan Rencana Kexja dan Anggaran SKPD : o



—

3.REKAPITULASI |
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN DANA ... |
SEMESTER/TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN ...

-No

SP2D

‘Nomor

Tanggal

Nilai (Rp.) Ket.

Jumlah

1) Diisi sesuai nomenklatur instansi

pex_igelola keuangan

~ Tempat ..., Tanggal ...
 Kepala Biro/ Dinas/Bagian ...

(tanda tangan asli dan stempel
basah) S "

Nania
“NIP. ..

BUPATI KARANGANYAR,

- ttd

JULIYATMONO




